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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG
RETRffiUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATZ TAPANULI TENGAH,o

Menimbang: a. bahwa dengan beriakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
fcentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan

Retribusi Terminal menjadi Retribusi Daerah Kabupatm, maka

untuk pelaksanaannya dilapangan perlu diatur dengan Peraturan

Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a perfu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
Terminal.

w Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. tentang penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas dari korapsi, kolusi dan nepotisme

(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun .1999 Nomor 75,
Tbmbahan Lenibstran Nqgara Repablik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2Q04 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara:Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lain Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009

Nomor: 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);
10*Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi clan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemaniaatan Tnsentif Pemungutan Pajak dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor
5161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANUU TENGAHO

flan

BUPATI TAPANUU TENGAH

MEMUTUSKAN:

9'

Menetapkan-.PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1U
Dalam Peraturan Daerah ini, yangdimaksud dengan:

1 Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

3 Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang

unsur
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merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.
5 Bupati adalah BupatiTapanuliTengah.

6 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah

sesuai dengan peratuian perundang-undangan.
7 Peratuian Daerah adalah Peraturan Daerah KabupatenTapanuli Tengah.
8 Peraturan Bupati adalah Peraturan BupatiTapanuli Tengah.
9 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan

usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan. perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau Badan.
11 Jasa adalah kegjatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang

menyebabkan barang, fasilitas, kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh

orang pribadi atau Badan.
12 Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan

menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula

disediakan oleh sektor swasta.
13 Retribusi Terminal adalah pungutan atas pelayanan penyediaan tempat parkir

untuk kenderaan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan

fasilitas lainnya dilingkungan Terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau

dikelola oleh Pemerintah Daerah.

14 Mobil penumpang dan/atau Bis Umum adalah setiap Kenderaan Bermotor yang

dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk

pengemudi baik dengan perlengkapan pengangkutan bagasi.
15 Mobil Barang atau Truk adalah setiap kenderaan bermotor selain dari yang

termasuk dalam point (15) yang dipergunakan khusus untuk mengangkut

barang.
16 Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat

dan/atau menurunkan orang atau barang serta mengatur.
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17 Kedatangan dan keberangkatan kenderaan uraum yang merupakan salah satu
wujud simpuljaringan transportasi.

18 Jalur pemberangkatan kenderaan umum adalah peralatan di dalam terminal
Penumpang yang disediakan untuk kenderaan umum guna menaikkan
penumpang.

19 Jalur kedatangan kenderaan umum adalah peralatan di dalam terminal
Penumpang yang disediakan untuk kenderaan umum guna menurunkan
penumpang.

20 Tempat tunggu kenderaan nmum adalah peralatan dj dalam terminal

Penumpang yang disediakan untuk kenderaan umum, menunggu dan siap

menuju jalur pemberangkatan.
21 Tempat istirahat kenderaan adalah peralatan di dalam terminal Penumpang

yang disediakan untuk mobil penumpang dan mobil barang untuk beristirahat

sernentara dan membersihkan kenderaan sebelum melakukan peijalanan.
22 Tempat bongkar muat adalah pelataran di dalam terminal Penumpang yang

disediakan untuk mobil barang untuk membongkar dan/atau memuat barang.
23 Tempat tunggu penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam

terminal Penumpang yang disediakan untuk penumpang yang akan melakukan

peijalanan.
24 Gudang atau lapangan penumpukan barang adalah bangunan dan/atau

pelataran di dalam terminal Barang yang disediakan untuk menempatkan

barang yang bersifat sernentara.
25 Kepala Terminal adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Terminal, selanjutnya

disingkat UPTT Dinas Perhubungan Kabupaten TapanuliTengah.
26 Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
RetribusiJasa Usaha.

27 Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

28 Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah

melalui tempat pembayaran yang dihunjuk oleh Bupati.
29 Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
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pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada
Retribusi yangterutangatau seharusnya tidak terutang.

30 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat

untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/ atau denda.

31 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentaan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

32 Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi

daerah yang tejjadi serta menemukan tersangkanya.o
BABn

RETRIBUSI
Bagian Kesatu

Naina, Objek dan Golongan Retribusi

Pasal2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi peiayanan penyediaan tempat

parkir, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Femerintah Daerah.O

Pasal 3

( 1) Objek Retribusi Terminal adalah peiayanan penyediaan tempat parkir untuk

kenderaan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas
lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelolah

oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

terminal yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelolah oleh Pemerintah, BUMN,

BUMD dan pihak swasta.



Pasal4

ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua
Subjek dan Wstf3b Retribusi

Pasal 5

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/
menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas

lainnya di Iingkungan terminal, yang disediakan, dimfliki dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.0
Pasal 6

Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/
menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas

P lainnya di Iingkungan terminal, yang disediakan, dimfliki dan/atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Jenis, Rincian Objek, Kriteria Retribusi

Pasal 7y
Tingkat penggunaan pelayanan jasa Terminal diukur berdasarkan jenis kenderaan,
jumlah dan waktu pemakaian.

BAB m
PENETAPAN MUATAN RETRIBUSI

Bagian kesatu
Prinsip dan Sasaran Fenetapan Tarif Retribusi

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan

0 pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.



(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IV

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

BagianKesatu
Tata Cara Perhitungjan Retribusi

Pasal 9

( 1) Besamya Retribusiyang terutangdihitung berdasarkan perkalian antara.tingkat

penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah

penggunaan jasa yang dijadikan dasar alikasi beban biaya yang dipikul

Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

O
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Bagian Kedua

Sfcruktur dan Besamya Tarif Retribusi
Mnyawm Turwiiiwl

PasallOO
Struktur dan besamya tarif Retribusi terminal berdasarkan atas pelayanan terminal,
ditetapkan sebagai berikut:
{l ) Mobil FenumpangAngkutan Pedesaan/Kota
(2) Mobil PenumpangAntar Kota dalam Propinsi
(3) Bus dengan tempat duduk 10 s/d 20 kursi
(4) Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), dan

Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), tempat 21 kursi keatas .... Rp. 2.000,-/hari

.Rp. 500,-/hari

.Rp. 1.000,-hari
Rp. 1.500,-/hari

Pasal 11

Struktur dan besamya tarif Retribusi terminal berdasarkan atas penggunaan loket,
ditetapkan sebagai berikut
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(1) Mobil Penumpang Antar Kota/MPU

(2) Kenderaan Bus

Rp. 5.000,-/hari
Rp. 7.000,-/hari

Pasal 12

Struktur dan besamya tarif Retribusi terminal berdasarkan jasa usaha atas

pelayanan fasilitas parkir, ditetapkan sebagai berikut:

(1) Parkir masuk:
a. Kenderaan Roda 2 (dua)

b. Kenderaan Roda 4 (empat)

c. Kenderaan Roda 6 (enam), dst

(2) Parkir Langganan/bulan:
a. Kenderaan Roda 2 (dua)

b. Kenderaan Roda 4 (empat)

c. Kenderaan service car
(3) Parkir Mengjnap/malam:

a. Kenderaan Bus

b. Kenderaan Non Bus

. Rp. 500,-/hari

. Rp. 1.000,-/hari

.iRp. 2.500,-/hari

Rp.10.000,-/bulan
Rp.30.000,-/bulan

Rp.25.000,-/bulan
O

Rp.3.000,-/malam
Rp.2.000,-/malam

t
Pasal 13

Struktur dan besamya. tarif Retribusi terminal berdasarkan jasa usaha atas

pelayanan penggunaan fasilitas penunjang terminal,ditetapkan sebagai berikut:

Kamar mandi:

a. Mandi
b. BuangAirBesar

c. Buang Air Kecil

(2) Sewa tanah kios, rumah makan/minuman:

a. didalam gedung terminal
b. diluar gedung terminal

(3) Sewa Lahan:
a. Penjual makanari/minuman per tempat

b. Kresek per tempat

(4) Pemakaian Lokasi Usaha:
a. Bangunan permanen diluar bangunan Utama per m2 Rp.100.000,-/tahun

b. Bangunan semi permanen diluar bangunan Utama per m2 Rp. 50.000,-

/tahun

G (1)
Rp. 2.000,-/masuk

Rp.1.500,-/masuk

Rp. 1.000,-/masuk

Rp. 8.000,-/hari
.Rp. 2.500,-/hari

Rp. 3.000,-/hari

Rp. 2.500,-/hari



Bagian Kctiga
Masa Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 14

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama1 (satu) bulan takwin.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan indeksharga dan perkembangan penekonomian.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.
(4) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagum Kesatu
Wilayah Pemungutan

K j

Pasal 15

RetribusiTerminalyangterutangdipungutdrwilayah Daerah.

*
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Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

© Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon,dan kartu langganan.
Dalam hal Retribusi dilaksanakan secara bulanan, maka pembayaran Retribusi
oleh pedagang harus sudah lunas selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh)
setiap bulannya.
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului
dengan SuratTeguran.

(1)

(2)

(3)

(4)

• (5)



(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi
diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Setigci
Bwwanfeiitnw

Pasal 17

(1} Femanfaatan dan penerimaan masing-masing jeriis Retribusi diutamakan
untuk mendanai kegjatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan

pelayanan yangbersangkutan.
(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Daerah.
O

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding

Pasal 18

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan banya kepada Bupati

atau pejabat yang dihunjuk atas SKRD atau dokumen lain yangdipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai

alasan-aJasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak

tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di

luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah

suatu keadaan yang teijadi di luar kehendak atau kekuasa^n Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan

pelaksanaan penagihan Retribusi.

Cl

Pasal 19

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama6 (enam) bulan sejak tanggal danSurat

Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan

^ dengan menerbitkan SuratKeputusanKeberatan.
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan haras
diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas kebsratan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian,menolak,atau menambah besamya Retribusiyang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 20

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan

pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan untuk palinglama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

O

Bngian tffflima

Pembetulan, Pemfratalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan
atau Pengurangan Snnlmi Administratif

l -t

Pasal21

Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat

membetulkan SKRD, STRD, SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat

kesalahan tuhs dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekelaruan penerapan

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
Bupati dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,

denda, dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-

undangan retribusi daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena

kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan SKRD, STRD, SKRDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STRD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan

atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

(1)
0

(2)

#
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e. mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayarWajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan

sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah

dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan

pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama1 (satu) bulan.

(5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut
(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya

SKRDLB.
(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2

(dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB vn
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagtian Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali apahfla Wajib Retribusi melakukan tindak piHana di hidangRetribusi.

(2) Kedaluwarsa penagjhan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun

tidak langsung.
(3)

Q huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat

Teguran tersebut
(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyalakan masih

mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah

Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

*

O
Pasal 24

(1) PiutangRetribusi yang tidak mungkin ditagih lagjkarena hak untuk melakukan

penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang

sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB vm
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangari Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusiyangdiperiksa wajib:
c. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang

menjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek

Retribusiyang terutang
d. memberikan kesempatan untuk menuisuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

dan/atau
e. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebihlanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan

Peraturan Bupati.

a

t BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

(1)

o dasar pencapaian kineija tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan

berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 27

® (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
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di bidang Retxibusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri

sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oieh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retxibusi Daerah agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi

atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan

bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yangdibawa;

h. memotret seseorangyang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipeiiksa sebagai

tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik pejabat Polisi Negara. Republik Indonesia, sesuai dengan

ketentuanyangdiatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

O
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BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugjkan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak
atau kurang bayar.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1), merupakan pelanggaran.

Pasal 29

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) merupakan penerimaan
Q Negara.

BAB XU

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30w
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi terminal, sepanjang tidak diatur dalam
peraturan Daerah ini masih dapat ditagjh selama jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terutang.o

BABxm
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 tahun
2007 tentang RetribusiTerminal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Ketentuan lebih ianjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur

^ dengan Peraturan Bupati.



Basal 33

Peraturan Daerah ini mulai beriaka pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengeiahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten TapanuliTengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 1 Desember 2011
BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

Q
Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 1 Desember 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

* >tr

USMAN BATUBARA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 19 TAHUN
2011 SERI C
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PENJELASAN
PERETURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 19 TAHDN 2011

T E N T A N G
RETR1RU8I TERMINAL

L PENJELASAN UMUM
Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah dan dengan IJndang-ITndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, untuk itu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berusaha untuk
meningkatkan Pendapatan Aasil Daerah (PAD) dengan membuat Peraturan Pemerintah
Tentang Retribusi Terminal. Yangmana kegunaan Terminal ini adalah untuk persinggahan
Kqnderaan Bermotor dan memperlancar Arus Lalulintas yangmana nantinya akan diatur
Trayek- Trayek yang akan dijalani oleh Mobil Angkutan Penumpang, Bus Antar Kota Dalam
Provinsi (AKDP) dan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan juga sebagai Sentral
Perekonomian Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

o

EL PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

w Cukupjelas
Pbsal 2

Cukupjelas
Pasal3

Cukupjelas

Pasal 4o Cukupjelas
Pasal 5

Cukupjelas
Pasal 6

Cukupjelas
Pasal 7

Cukupjelas
Pasal 8

Cukupjelas
Pasal 9

Cukupjelas
Pasal 10

Cukupjelas
Pasal 11

Cukupjelas



Basal 12
Cukupjelas

Pasai 13
Cukupjelas

Pasai 14
Cukupjelas

Pasai 15
Cukupjelas

Pasai 16
Cukupjelas

Pasai 17
Selain Fendapatan asli Daerah (PAD) pegutipan Retribusi ini dipergunakan juga untuk

Riaya Fenrihangm-ian Pprawatan, Veheraihfln dan Riaya pemhinaan.

O Pasai 18
Cukupjelas

Pasai 19
Bupati. Halam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Sural Keputusan alas

Keberatan diterima haras memberikan Keputusan atas Keberatan yang diajukan dan

apabilah telah lewal: jangka waktu yang sudah tentukan maka keberatan yang

dieg'ukan dianggap sudah dikabilkan.t
Pasai 20

Cukupjelas
Pasai 21

Cukupjelas
Pasai 22

CD Cukupjelas
Pasai 23

Cukupjelas
Pasai24

Cukupjelas
Pasai 25

Cukupjelas
Pasai 26

Dalam Pemungutan Retribusi Terminal yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan

alran rtihprilran Tntpngif nleh Tntansi yang mriaksanakan Ptermmgntan Retribusi.
Pasai 27

Cukupjelas

# Pasai 28
Cukupjelas



t
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#
Pasal 29

Cukupjelas
Pasal 30

Cukupjelas
Pasal31

Cukupjelas
Pasal32

Cukupjelas

Pasal 33
Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABOPATEN TAPANUU TENGAH TAHUN 19
NOMOR 2011

f
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Basal 33

Kctcntuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Pemturan Daerah ini diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Pemturan daerahini mulai berlaku pada. tanggpl di untfantfcan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten TapanxiliTengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 1 Desember 2011
BUPATI TAPANULI TENGAH

.« PARAFPENAF?' !̂/.
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RAJA BONARAN SSTUMEANG

1 Dmndangkan diPandan
Pada tanggal 1 Desember 2011

Pit SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

USMAN RATUBARA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 18 TAHUN
2011 SERI C
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